
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR • 1 TAHUN 2005 

TENTANG I ' 

ANGG,l\RAN PENDAPATAN DAN BElANJA DA,tfAH KABUPATEN KAPUAS 
T AHUN ANGGARAN 2005 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKAPUAS 

a bahws sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD ser1a Strategi dan Priori as APBD, yang telah diser,ak h 

bersama antara Pemerin ah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal bulan tahun 

perlu rnenyusun Anggaran Pendapr1tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; 

b. bahwa Anggaran Pe:idapata:1 dc:n Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005 perlo ditetapkar. de,1g n 

Peialuran oa·erah, 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat !l di l(alim:'lntan Tengah (Lembar 11 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 



2. Undang-U ndang Norn or 12 T ahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Ban gun an (Lem baran Negara Republik Indonesia tahun 

1985 Norn or 68, T ambahan Lembaran Negara Norn or 3312) sebagaim ana tel ah diubah dengan U ndang-Undang Nomor 

12 Tahun 1994 (Lembaran Negara T ahun 1994 N omor 62, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3569 ): 

3. U ndang-U ndang Norn or 18 T ahun 1997 tentang Pajak Dae rah dan Retribusi Dae rah ( Lem baran Negara Republik 

Indonesia T ahun 1997 N om or 41, T ambahan Lem baran Negara N omor 3685) sebagaim ana tel ah diubah dengan 

Undang-Undang Norn or 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan 

Lembaran Negara Norn or 4048): 

4. U ndang-Undang Norn or 21 T ahun 1997 tentang Bea Perolehan H ak Atas T anah dan Bangunan (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Norn or 44, T ambahan Lembaran Negara Norn or 3688): 

5. Undang-U ndang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Norn or 

3851 ): 

6. Undang-Undang Norn or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R epublik Indonesia T ahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): 

7. Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Norn or 5, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8. U ndang-U ndang Norn or 10 T ahun 2004 tentang Pem bentukan Perundang-U ndangan (Lem baran Negara Repubtik 

Indonesia Tahun 2004 Norn or 53, tambahan Lem baran Negara Norn or 4389 ): 

9. Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R epublik Indonesia T ahun 

2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor4437 ): 

10. Undang-Undang N omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pem erintah Pus at dan Dae rah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 N omor 126, T ambahan Lembaran Negara Norn or 4438): 



11. Pe raturan Pem erintah N omor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pe rim bang an (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun 2000 Norn or 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N omor 84 T ahun 2001 (Lembarar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloiaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor4022); 

13. Peraturan Pemerintah Norn or 107 T ahun 2000 tentang Pinjaman Dae rah (Lembaran Negara R epubiik Indonesia T ahur 

2000 Norn or 204 . Tambahan Lem baran Negara Norn or 4024 ): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepal a Daerah (Lembarar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor4028); 

16. Peraturan Pemerintah Norn or 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dae rah (Lembaran Negara R epublik Indonesia T ahun 2001 

Norn or 118. T ambahan Lem baran Negara Norn or4138 ): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 

18. Peraturan Pemerintah Norn or 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416): 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah; 

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 14/K/DPRD-KPS/2004 Tanggal 6 Desember 

2004 T entang Peraturan Tata T ertib Dewan Perwaki lan Rakyat Dae rah Kabupaten Kapuas Peri ode T ahun 2004 - 2009. 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KAPUAS 

Dan 

BUPATI KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2005. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, sebagai berikut: 

1 ' 
2. 

Pendapatan 
Belanja 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Surp!us/(Defisit) 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

293 .699.206 .000 
301 983 081 .000 

10.283.875.000 

2.000.000.000 

Rp (8283 875 000) 

Rp. 8.283.875.000 



Uraian leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

ffi. Lampiran I 

56. Lampiran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 

57. Lampiran Ill Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah. 

58. Lampiran IV· Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan 

59. Lampiran V Daftar Piutang Daerah 

60. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah 

61. Lampiran VII I Daftar lnvestasi (Penyertaan Modal) Daerah 

62. LampiranVII I Daftar Aktiva Tetap Daerah, dan 

63. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dae rah 

ini 

Pasal 4 



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas . 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 11 April 2005 

ABUPATEN KAPUAS 

LEMBARANDAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN 2005 NOMOR : 01 

T elah dievaluasi Gubernur Kalimantan T engah 
de ngan s urat No m or: 90 3/ 167 /K eu Ta ngga I 7 Ap ri I 2 005 

Disahkan di 

Pada tanggal 

Kuala Kapuas 

21 F ebruari 2005 


